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ABSTRAK 

Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya 
kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih 
mengutamakan pada upaya kesehatan promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan 
masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerja Puskesmas. Penyelenggaraan pelayanan 
kesehatan di Puskesmas harus didukung oleh tenaga kesehatan yang memadai. Kegiatan ini 
bertujuan untuk perencanaan kebutuhan sumber daya manusia pada petugas rekam medis di 
Puskesmas. Metode yang diterapkan dalam kegiatan ini adalah menggunakan deskriptif dengan 
observasi dan wawancara dengan pendekatan cross sectional. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa 
diperlukan penambahan jumlah petugas rekam medis untuk pelayanan kesehatan bagian 
pendaftaran di Puskesmas sebanyak 2 orang. Hal ini menunjukkan bahwa puskesmas sebagai 
fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya membutuhkan penambahan 
petugas rekam medis agar pelayanan kesehatan di Puskesmas berjalan lebih optimal. 

 
 
1. PENDAHULUAN 

 Undang undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa 
pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran,kemauan, dan kemampuan hidup 
sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya, sebagai 
investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekomonis. 
Upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudan hal tersebut, dengan tersedianya sumber daya 
manusia kesehatan(SDMK) yang bermutu dapat mencukupi kebutuhan, terdistribusi secaraadil dan 
merata, serta termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna. Untuk itu perencanaan 
kebutuhan SDMK yang mengawali aspek manajemen SDMK secara keseluruhan harus disusun 
sebagai acuan (Permenkes No. 33 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan 
Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan, 2015). 

Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya 
kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih 
mengutamakan pada upaya kesehatan promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan 
masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerja Puskesmas (Permenkes No. 75 tahun 2014 
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, 2014). Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas 
harus didukung oleh tenaga kesehatan yang memadai. 

Penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif menjadi tuntutan di era globalisasi 
yang sarat dengan persaingan dan keterbatasan di segala bidang. Salah satu penyebab ketidak 
profesionalisme antara kompetensi pegawai dengan jabatan yang didudukinya, karena ketidak 
sesuaian anatara keahlian pegawai yang belum proporsional. Di suatu organisasi terdapat 
penumpukkan pegawai pada satu unit dan kurang pegawai pada unit lainnya. Hal ini menyebabkan 
tidak tercapainya tujuan organisasi yang menjadi tidak efisien dan efektif ( Permendagri No 12 tahun 
2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan 
Pemerintah Daerah, 2008). 

Pelaksanaan analisis beban kerja dapat menghasilkan suatu tolok ukur bagi pegawai atau unit 
organisasi dalam melaksanakan kegiatannya yaitu berupa norma waktu penyelesaian pekerjaan, 
tingkat efisiensi kerja dan standar beban kerja dan prestasi kerja, menyusun formasi pegawai, serta 
penyempurnaan sistem prosedur kerja dan manajemen lainnya. Hasil analisis beban kerja juga dapat 
dijadikan tolok ukur untuk meningatkan produktivitas kerja dalam melakukan kegiatan pembinaan, 
pada pegawai( Permendagri No 12 tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Di lingkungan 
Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, 2008). 
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Berdasarkan hal tersebut, maka kegiatan perencanaan kebutuhan tenaga rekam medis bagian 
penerimaan pasien diperlukan dengan cara melakukan observasi dan wawancara di Puskesmas 
perlu dilakukan untuk meningkatkan produktivitas kerja di unit pelayanan kesehatan pertama. 

  
 

2. METODE PENGABDIAN 
2.1. Waktu dan Tempat Pengabdian 

Waktu Pelaksanaan kegiatan adalah bulan September 2017 
Tempat pelaksanaan kegiatan adalah di Puskesmas  

2.2. Metode dan RancanganPengabdian 
 Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah deskriptif dengan menggunakan observasi 

dan wawancara yaitu dengan melihat objek secara langsung dan wawancara dengan pendekatan 
cross sectional. 

Prosedur pelaksanaan kegiatan ini antara lain; perizinan, penyiapan instrumen, kunjungan ke 
lokasi,dan melakukan observasi serta sosialisasi hasil perencanaan yang dilakukan.  

 
 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1. Hasil 1 

 Kegiatan perencanaan petugas rekam medis bagian pendaftaran pasien dengan metode ABK 
telah dilaksanakan di Puskesmas. Metode ABK yang dilakukan dengan beberapa langkah. Hal ini 
dapat diketahui berdasarkan tabel 1 berikut: 
Tabel 1. Langkah I Menetapkan Fasilitas Kesehatan (Faskes) dan Jenis Sumber Daya 
Manusia Kesehatan (SDMK) 

 
Faskes Kelompok SDMK Jenis SDMK 

Puskesmas  Tenaga Kesehatan  Perekam Medis Bagian Penerimaan 
Pasien 

Tabel 1 menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan yang akan dilakukan perencanaan adalah 
Puskesmas. Adapun Langkah II Menetapkan Waktu Kerja Tersedia (WKT) dapat dilihat pada tabel 2 
berikut: 
Tabel 2. Langkah II Menetapkan Waktu Kerja Tersedia (WKT) Di Puskesmas 

No Kode Komp Ket Rms Jml satuan 

 A B C D E F 

1 A Hari Kerja 6 hari 52 

(minggu) 

312 Hari/tahun 

2 B Cuti 

Pegawai 

Peraturan  12  

3 C Libur nasional 1 tahun  16  

4 D Pertemuan/rapat Rata rata 1 tahun  2 Jam/bulan 

5 E Absen (sakit,dll) Rata rata 1 tahun  8 Hari/tahun 

6 F Waktu kerja 
dalam 1 minggu 

Kerpres No 
68/1995 

 37,15 Jam/Minggu 

7 G Jam Kerja Efektif Permen Pan-RB 
26/2011 

70%x37,15 26,005 Jam/Minggu 

8 WK Waktu Kerja 
dalam 1 hari 

6 hari 
kerja/minggu 

26,005/6 4,334 Jam/hari 

9 WKT 

Waktu kerja 
tersedia (hari) 

6 hari 
kerja/minggu 

E1-(E2+E3+E4+E5) 274 Hari/tahun 

Waktu kerja 
tersedia (jam) 

6 hari 
kerja/minggu 

E1-(E2+E3+E4+E5) 1,87 Jam/tahun 
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Waktu Kerja Tersedia (WKT) ... dibulatkan (dalam Jam) 1200 Jam/tahun 

Waktu Kerja Tersedia (WKT) ... dibulatkan (dalam menit) 72000 Jam/tahun 

 
Tabel 2 menunjukkan waktu kerja tersedia (WKT) yang merupakan waktu yang dipergunakan 

oleh SDMK dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, dalam 
keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 telah ditentukan jam kerja instansi pemerintah 37 jam 30 
menit per minggu, baik untuk yang 5 (lima) hari kerja ataupun yang 6 (enam) hari kerja sesuai dengan 
yang ditetapkan kepala daerah masing-masing berdasarkan peraturan badan kepegawaian negara 
nomor 19 tahun 2011 tentang pedoman umum penyusunan kebutuhan pegawai negeri sipil yaitu Jam 
kerja efektif (JKE) sebesar 1200 jam/tahun. Demikian juga menurut Permen PA-RB no 26 tahun 2011 
tentang pedoman perhitungan jumlah kebutuhan PNS untuk daerah Jam Kerja Efektif (JKE) sebesar 
1200 jam/tahun atau 72000 menit pertahun baik 5 hari kerja atau 6 hari kerja. 

Tabel 3. Langkah III Menetapkan Komponen Beban Kerja dan Norma Waktu 

No 
Jenis 
Tugas 

Kegiatan Norma Waktu 
(menit) 

Satuan(menit/pasien) 

1 
Tugas 
Pokok 

Mendaftar pasien rawat 
jalan 

5 Menit/pasien 

Mendaftar pasien rawat 
inap 

7 Menit/pasien 

Mengambil dokumen 
rekam medis 

2 Menit/pasien 

Mengantar dokumen rekam 
medis ke poli 

3 Menit/pasien 

Mengembalikan dokumen 
rekam medis 

4 Menit/pasien 

2 
Tugas 
Penunjang 

Pertemuan 2 Jam/Bulan 

Tabel 3 menunjukkan komponen beban kerja dan norma waktu, dimana komponen beban kerja 
adalah jenis tugas dan uraian tugas yang secara nyata dilaksanakan SDMK tertentu sesuai dengan 
tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.norma waktu  merupakan rata-rata waktu yang 
dibutuhkan oleh seorang SDMK yang terdidik,terampil, terlatih dan berdedikasi untuk melaksanakan 
suatu kegiatan secara normal sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku di fasyankes yang 
bersangkutan. Kebutuhan waktu untuk menyelesaikan kegiatan sangat bervariasi dan dipengaruhi 
standar pelayanan operasional prosedur (SOP). Rata-rata waktu ditetapkan berdasarkan 
pengamatan dan pengalaman selama bekerja dan kesepakatan bersama, agar diperoleh data rata-
rata waktu yang cukup akurat dan dapat dijadikan acuan, karena waktu ditetapkan berdasarkan 
waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tiap kegiatan pokok oleh SDMK 

Tabel 4. Langkah IV Menghitung Standar Beban Kerja (SBK) 

No Jenis 

Tugas 

Kegiatan Norma 

Waktu 

(menit

) 

Satuan(menit/pasien) WKT 

(menit) 

SBK 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6)/(4) 

1 

Tugas 

pokok 

Mendaftar pasien rawat jalan 5 Menit/Pasien 72000 14400 

 Mendaftar pasien rawat inap 7 Menit/Pasien 72000 10285 

 Mengambil dokumen rekam 

medis 

2 Menit/Pasien 72000 36000 

 Mengantar dokumen rekam 

medis ke poli 

3 Menit/Pasien 72000 24000 

 Mengembalikan dokumen 

rekam medis 

4 Menit/Pasien 72000 18000 

Tabel 4 menunjukkan hasil perhitungan standar bebean kerja, dimana standar beban kerja (SBK) 
merupakan volume atau kuantitas beban kerja selama 1 tahun untuk tiap jenis SDMK. SBK 
digunakan untuk suatu kegitaan pokok yang disusun berdasarkan waktu yang dibutuhkan untuk 
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menyelesaikan setiap kegiatan (rata-rata waktu atau norma waktu ) dan waktu kerja tersedia (WKT) 
yang sudah ditetapkan 

Tabel 5. Langkah V Menghitung Standar Tugas Penunjang (STP)  dan Faktor Tugas Penunjang 

No Jenis 

Tugas 

Kegiatan Rata-

rata 

waktu 

Satuan Waktu 

Kegiatan 

(Jam/Tahun) 

WKT 

(Jam/Tahun) 

FTP 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=((6)/(7) x 100 

1 Tugas 

Penunjang 

Pelatihan/rapat 2 Jam/bulan 24  2 

Faktor Tugas Penunjang (FTP) dalam % 2 

Satuan Tugas Penunjang (STP) = (1/1-FTP/100) 1,020 

Tabel 5 menunjukkan hasil perhitungan standar kegiatan penunjang, dimana tugas penunjang 
merupakan tugas untuk menyelesaikan kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas pokok dan 
fungsinya yang dilakukan oleh seluruh jenis SDMK. Sedangkan standar tugas oenunjang merupakan 
proporsi waktu yang digunakan untuk menyelesaikan setiap kegiatan per satuan waktu (per hari atau 
perminggu atau per bulan atau persemester) 

Tabel 6. Langkah IV Menghitung Kebutuhan SDMK 

Jenis 

Tugas 

Kegiatan Capaian 1 

Tahun 

SBK Kebutuhan SDMK 

Perekam Medis 

(1) (2) (3) (4) (5)=(3)/(4) 

Tugas 

Pokok 

Mendaftar pasien rawat jalan 35163 14400 2,44 

Mendaftar pasien rawat inap 564 10285 0,05 

Mengambil dokumen rekam medis 35727 36000 0,99 

Mengantar dokumen rekam medis ke poli 35727 24000 1,48 

Mengembalikan dokumen rekam medis 35727 1800 1,98 

 JKT = jumlah kebutuhan tenaga pokok 6,94 

Tugas 

Penunjang 

Standar tugas penunjang 1,020 

 Total kebutuhan SDMK JKT x STP 7,07 

Pembulatan 8 

Tabel 6 menunjukan hasil perhitungan kebutuhan SDMK dimana diperoleh hasil perlu dilakukan 
penambahan petugas rekam medis sebanyak 2 petugas. 

Tabel 7. Langkah VII Rekapitulasi Kebutuhan SDMK (Perekam Medis) berdasarkan metode 
ABK 

No Jenis SDMK Jumlah SDMK Jumlah SDMK 

seharusnya 

Kesenjangan 

SDMK 

Keadaan 

(1) (2) (3) (4) (5)= (4)-(3) (6) 

1 Perekam medis bagian 

penerimaan pasien 

6 8 -2 kurang 

Tabel 7 menunjukkan hasil jumlah petugas rekam medis yang ada di puskesmas ada 6 orang dan 
dari hasil perhitungan diperoleh perlu penambahan 2 petugas rekam medis pada bagian penerimaan 
pasien. 
 
 
4. SIMPULAN, SARAN, DAN REKOMENDASI 
Berdasarkan uraian pada hasil, pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan perencanaan 
kebutuhan petugas rekam medis di bagian penerimaan pasien membutuhkan penambahan jumlah 
pegawai sebanyak 2 petugas rekam medis. 
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